
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1198, 2021 KEMENKEU. Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi 

Margin. Program Pemulihan Ekonomi Nasional. 
Tata Cara. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 150/PMK.05/2021 

TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN 

DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN 

PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 

dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi 

Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan 

Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi 
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Nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian 

Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka 

Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.05/2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi 

Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional; 

b. bahwa Pemerintah telah memutuskan untuk 

memperpanjang jangka waktu pemberian subsidi 

bunga/subsidi margin, sehingga perlu dilakukan 

penyesuaian dan penetapan kembali terhadap ketentuan 

mengenai tata cara pemberian subsidi bunga/subsidi 

margin dalam rangka mendukung pelaksanaan program 

pemulihan ekonomi nasional; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 

Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka 

Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 

dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara 
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untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan 

Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta 

Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542); 

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1031); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN DALAM 

RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM 

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya 

disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk 

pemulihan perekonomian nasional yang merupakan 

bagian dari kebijakan keuangan negara yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat 

penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang 

membahayakan perekonomian nasional dan/atau 

stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi 

nasional. 

2. Kredit/Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan 

masyarakat melalui perbankan, perusahaan pembiayaan, 

dan lembaga penyalur program kredit pemerintah dan 

koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat 

permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah. 

3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan 

menengah. 

4. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang 

memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan 

menengah. 

5. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 
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atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. 

6. Debitur adalah Pelaku Usaha individu/perseorangan 

baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan 

usaha dan/atau debitur lainnya yang sedang menerima 

Kredit/Pembiayaan dari Penyalur Kredit/Pembiayaan.  

7. Penyalur Kredit/Pembiayaan adalah Lembaga Penyalur 

Program Kredit Pemerintah, perbankan, dan perusahaan 

pembiayaan yang menyalurkan Kredit/Pembiayaan 

kepada Debitur. 

8. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan 

sektor keuangan yang meliputi Usaha Mikro, Usaha 

Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar, dan Koperasi yang 

kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19). 

9. Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah adalah 

badan layanan umum dan badan usaha milik negara 

yang menyalurkan Kredit/Pembiayaan program 

Pemerintah di bidang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 

Usaha Menengah. 

10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat 

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan. 

11. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU 

adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual 

tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam 

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi 


